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BAB 1

TERMINOLOGI HUKUM
PERKAWINAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Menikah merupakan fitrah kehidupan manusia sebagai
sunnatullah. Membangun bahtera rumah tangga merupakan
hal yang memang tujuan dari keberlangsungan hidup. Tujuan
pernikahan sebagaimana magqashid al-Syari’ah adalah hifz al-nasl
(menjaga keturunan). Karena dengan adanya pernikahan sebuah
genetik akan lahir sehingga terus akan melahirkan regenerasi
penerus kehidupan di bumi persada untuk mengemban tugas
sebagai khalifatullah, QS. Al-Bagarah (2): 30. Membincangkan
persoalan perkawinan memang tidak ada habisnya. Hal kerap
dianggap intim dan tabu tersebut selalu mengalami problematika
hukum tersebdiri sesuai akurasi tempat, zaman dan waktu.

Sejatinya manusia hidup dalam berpasang-pasangan,
sebagaimana QS. al-Rim (30): 22:
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia
menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya
dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Membincangkan perkawinan tidak selalu dipandang
negatif pada arah sinis hasrat seksual (seksiologi). Meski dinilai
tabu perbincangan tersebut diperlukan karena selain sunnah,
perkawinan juga menjaga keberlangsungan hidup dengan
lahirnya gen. Sehingga dakwah dan kegiatan keagamaan lain
bisa tetap berjalan. Oleh karenanya pembahasan ini akan
mengutarakan beberapa pendefinisian perkawinan atau
pernikahan dari segi sudut pandang figh hingga yuridis normatif
berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena
hal ini merupakan kajian terminologi, maka juga disajikan
beberapa perbedaan yang membangun konsep dasar adanya
perkawinan dari berbagai sudut pandang.

B. PENGERTIAN PERKAWINAN
1. Secara Lughah (Etimologi/Arti Bahasa)

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur figh berbahasa
arabdisebutdengan duakata, yaitunikdh (-\<s) dan zawdj ¢z 1,;). Kedua
kata ini yang terpakai dalam kahidupan sehari-hari orang arab dan
banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadith NAbi (Syarifuddin,
2014). Secara arti bahasa (1)) atau etimologi kata nikdh (+\SS) itu
sendiri bila di ucapkan secara mutlak (umum) mempunyai tiga arti
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yaitu “mengumpulkan” (~al), “hubungan kelamin/senggama” (-}
dan juga berati “akad” (.z) (al-Ghazi, t.t.).

Kata nikdh (z\) yang digunakan untuk “mengumpulkan”
(~2)) diambil dari perkataan orang arab:

-

° o T2 (% /°E° ,///’/
2 Al e °f@\3g&w\>ljb;.z¥\w5; S

“sebuah pohon dianggap menikah bila saling condong dan

ACA_A

berkumpul antara satu dengan yang lainnya” (al-Bdjilri, t.t.).

Adapun kata nikdh (7 \$3) yang digunakan untuk arti “hubungan
kelamin/senggama” (.L,))) didasarkan pada firman Allah SWT,
yang terdapat dalam al-Qur’an, surah al-Bagarah ayat 230:

£ 0% (For o f0n G S0 o 5] 27 -2 9%
AL 05 ASES 55 350 G d) |06 Gl O
“Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali),

maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga
perempuan itu kawin dengan laki-laki lain...”.

Kata nikdh (z\$5) dalam ayat diatas mengandung makna
“hubungan kelamin/senggama” (.,,J)) bukan hanya sekedar
akad nikah, karena ada petunjuk hadith Nabi bahwa setelah
menikah dengan laki-laki kedua perempuan itu boleh dinikahi
oleh mantan suaminya, dengan syarat suami yang kedua telah
bersenggama dengan perempuan tersebut (Syarifuddin, 2014).

Mengenai kata nikdh (S yang digunakan untuk makna
“akad” (u.ae), seperti tersebut dalam firman Allah SWT, surah an-
Nisa’ ayat 22:

AL G e LT e 1 2STE Y
Y

-

“janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah
dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu...”.
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Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan
yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi, dengan semata ayah
telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut,
meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan
kelamin (senggama) (Syarifuddin, 2014).

Menurut imam Nawawi dalam kitab sharh Muslim kata
nikdh () secara bahasa mempunyai arti “mengumpulkan”
(~al), namun apabila digunakan secara mutlak (umum) maka
bermakna “hubungan kelamin/senggama” (.L.,)) dan berati
“akad” (.ac). Berbeda dengan pendapat imam Nawawi. Imam
Abu al-Qasim al-Zujaji mengatakan bahwa kata nikdh (-5
yang digunakan dikalangan orang arab bermakna “hubungan
kelamin/senggama” (-L,) dan juga berati “akad” (.ic), secara
mutlak tanpa terkecuali ( al-Bajlri, t.t.).

Selain perbedaan mengenai makna dari kata nikdh (-\s5) itu
sendiri, juga terdapat perbedaan mengenai penggunaan makna
haqiqi dan makna majdzidikalangan ulama. Menurut ahli usiil, arti
kata nikdh (-\SS) terdapat tiga macam pendapat. Pertama; menurut
ahli usill golongan Hanafl makna hagqiqi kata nikdh (-\5) adalah
“hubungan kelamin/senggama” (.,)), sedangkan makna majazi-
nya (metaphoric) adalah “akad” (.ic). Kedua; menurut ahli usill
golongan Shafi't makna hagigi-nya adalah “akad” (.aic), sedangkan
makna majdzi-nya (metaphoric) adalah “hubungan kelamin/
senggama” (-L,)). Ketiga, menurut Abul Qasim al-Zujaji, Imam
Yahya, Ibn Hazm dan sebagian ahli usil dari sahabat Abu Hanifah
mengartikan kata nikdh (-\) berserikat antara makna “akad” (.ze)
dan “hubungan kelamin/senggama” (- ,,)) (Shomad, 2012).

Perbedaan mengenai makna dan penggunaan kata nikdh
(tS) sebenarnya bukanlah hal yang begitu penting, namun
dengan adanya perbedaan tersebut akan berdampak jelas dalam
beberapa permasalahan lain yang masih ada kaitan dengan
seputar pernikahan.
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2. Secara Shar’i (Terminologi)

Secara tinjauan shar’i, dalam kitab-kitab figh terdapat
beberapa rumusan yang saling melengkapi terkait dengan
definisi perkawinan atau pernikahan. Kalangan ulama Shafi'iyah
mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

o i) il 5y R R a2

“Sebuah akad yang dapat membolehkan senggama (al-Wat'u)
dengan menggunakan lafadz “nakaha” atau “zawwaja” (al-
Malibary, t.t.).

Ulama Hanaflyah mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

“sebuah akad yang ditentukan untuk memiliki atau mengambzl
manfaah dari kemaluan perempuan (farji)” (al-Sirdsi, 2003).

Definisi-definisi di atas yang diberikan oleh ulama terdahulu
sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, begitu
pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari
suatu perkawinan. Ulama kontemporer memperluas jangkauan
definisiyang disebut ulamaterdahulu. Seperti Dr. Ahmad Ghandur
dalam bukunya al-Ahwdl al-Shakhsiyah fi Tashri’i al-Islami, yang
mendefinisikan perkawinan adalah:

sa-) \.Q_a a}ﬁ\) J_‘,.Jj\ 0 S\ - ;° s ,o/
WL,S‘SJ*“)"U—*\ eV guys }f“\i\fo\ii;

2e Slaly 5 el B 5555
“akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki
dan perempuan dalam tuntutan nalri kemanusiaan dalam
kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal
balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban” (Syarifuddin, 2014).

3\5)
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Ungkapan: gLVl ahll sbolin b gis W sl 5 gl cn sl Jo

mengandung maksud yang sama dengan ungkapan .1l i)
milik imam Shafi'l dan saJi sbs ell) milik kalangan Hanafiyah
(Syarifuddin, 2014).

Selain definisi-definisi yang dikemukan ulama-ulama klasik

dan kontemporer, para pakar hukum juga memberikan definisi
yang bebeda mengenai definisi perkawinan. Perbedaan itu
tidak menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya
perbedaan sudut pandang. Adapun pendapat para pakar hukum
tersebut adalah:

a.

Muhammad Yunus, merumuskan: perkawinan adalah
akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya
menurut yang diatur oleh shari’at (Shomad, 2012).

Sulaiman Rasyid, merumuskan: perkawinan adalah akad
yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan
kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan
mahram (Shomad, 2012).

Abdullah Sidik, merumuskan: perkawinan adalah pertalian
yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta
mencegah perzinahan dan menjaga ketenteraman jiwa atau
batin (Shomad, 2012).

Zahry Hamid, menulils sebagai berikut: yang dinamakan
nikah menurut shara’ialah akad (ijab kabul) antara wali dan
mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenubhi
rukun dan syaratnya. Pengertian luas mengenai perkawinan
atau pernikahan adalah: “suatu ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup
berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan
shari’at Islam (Shomad, 2012).
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e. Pasal1lundang-undang perkawinan No.1tahun 1974 tentang
perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah sebuah
ikatanlahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa” (Team Citra Umbara, 2017).

f. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:
“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu
akad yang sangat kuat atau mithdqan ghalizan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Tim
Redaksi Nuansa Aulia, 2015).

Timbulnya berbagai macam perbedaan dalam merumuskan
atau mendefinisikan makna perkawinan atau pernikahan,
menurut Sayuti Thalib didasarkan oleh keinginan para perumus
mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak
dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedangkan di lain
pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan
pengertian perkawinan (Shomad, 2012).

Berangkat dari pengertian-pengertian atau definisi yang
telah dirumuskan mulai dari ulama klasik, ulama kontemporer
hingga pendapat para pakar hukum, dapat ditarik kesimpulan
bahwa hakikat definisi perkawinan atau pernikahan adalah
perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul
sebagai suami istri, guna membentuk suatu keluarga.

C. DASAR HUKUM PERKAWINAN
1. Al-Qur’an

Perkawinan dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah. Terdapat banyak ayat
dalam al-Qur’an yang sebagian menjelaskan tentang hukum (ayat
ahkdam). Dari sekian ayat ahkdm yang ada, sebagian diantaranya
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menjadi dasar dari adanya perkawinan. Adapun sebagian ayat
yang menajadi dasar dari adanya perkawinan adalah surah al-
Rim (30): 22:
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia
menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya
dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Ayat ini menjelaskan bahwa sebuah perkawinan atau
pernikahan dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-
tanda dari kebesaran Allah. Selain makna tersebut, ayat di
atas menjelaskan adanya tujuan mulila dari sebuah ikatan
perkawinan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

2. Al-Hadis

Ada banyak hadith yang menjadi dasar sebuah perkawinan
atau pernikahan, diantara hadith-hadith tersebut adalah hadith
yang berasal dari sahabat Abd. Rahman bin Yazid berkenaan
dengan anjuran NAbi kepada para sahabat untuk menikah.

-
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Diceritakan hadith ‘Umar bin Hafs bin Ghiydth: bercerita
kepada kami bapak kami: bercerita kepada kami A’'mash, ia
berkata: bercerita kepadaku ‘Umdrah, dari Abd. Rahman
bin Yazid, ia berkata: saya sowan/cawis kepada Abdullah
bersama ‘Algamah dan Aswad, lalu Abdullah berkata:
“kami para pemuda bersama Nabi SAW. tidak mepunyai
harta apaun”, maka Rasullah SAW. mengatakan kepada
kami: “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang
mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat
menahan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang
siapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa karena
itu menjadi taming baginya” (al-Bukhdri, 2013, p. 955).

3. Ijma’

Paraulama figh munakahat banyak memberikan pemikiran,
pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada al-Qur’an
dan al-Hadith dengan melakukan interpretasi serta analisis
yang melahirkan hukum figh dalam bidang perkawinan yang
menjadi sumber hukum perkawinan di indonesia. Para ahli figh
juga menguraikan tentang:

a. Pengertian perkawinan, mengenai pengertian perkawinan
merupakan hasil ijtihad para ulama figh yang tidak pernah
ada dalam al-Qur’an dan al-Hadith.

b. Rukun dan syarat perkawinan yang merupakan ijtihad para
ulama figh terdahulu guna menertibkan sebuah pelaksanaan
perkawinan (Jamaluddin & Amalia, 2016).
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D. HUKUM PERKAWINAN

Terdapat perselisihan diantara para ulama mengenai
hukum menikah, pendapat ini terbagi kedalam tiga kelompok.
Pertama; hukum menikah adalah wajib, pendapat ini dipelopori
oleh Dawud al-Zahiri, yakni satu kali kawin seumur hidup
walaupun yang bersangkutan impoten, sedangkan Ibn Hazm
berpendapat hukumnya wajib bagi yang tidak impoten. Kedua;
hukum menikah adalah sunnah, pendapat ini dikemukakan oleh
imam Abu Hanifah dan imam Ahmad dari suatu riwayat. Ketiga;
hukum menikah adalah mubdh, pendapat ini dikemukakan oleh
imam Shafi'l (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Pada dasarnya hukum asal perkawinan adalah mubdh,
tetapi dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram atau
makruh, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah.
Ditinjau dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan
melaksanakannya, maka hukum melaksanakan perkawinan
adakalanya wajib, sunnah, makruh dan haram.

1. Wajib: Bagi orang yang berkobar-kobar nafsunya terhadap
wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang ia mampu
untuk menikah dan dikhawatirkan jatuh ke perzinahan.

2. Sunnah: Bagi orang yang keadaan hidupnya sederhana dan
mempunyai kesanggupan untuk menikah sedangkan dia
tidak khawatir jatuh pada perzinahan.

3. Makruh: Bagi orang yang kalau dia menikah isterinya akan
teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah khawatir jatuh
pada perzinahan.

4. Haram: Bagi orang yang kalau dia menikah isterinya akan
menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata
pencaharian (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa hukum perkawinan secara global tergolong menjadi
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dua bagian, yaitu berdasarkan substansi sebuah perkawinan
dan berdasarkan kondisi perorangan yang melaksanakan
perkawinan.

E. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Rukun dan Syarat merupakan hal yang menjadi penentu
finalisasi sebuah hukum, keduanya mempunya implikasi
hukum antara sah atau batal. Rukun dan syarat merupakan hal
yang memang harus dipenuhi. Meski demikian, tata pengerjaan
atau waktu dalam melaksanakan keduanya tidak sama. Rukun
merupakan suatu hal yang merupakan hakikat atau intisari
dari wujud suatu pekerjaan. Sedangkan syarat merupakan hal
yang berada diluar pekerjaan tersebut, bisa juga disebut sebagai
pra-pekerjaan yang sifatnya wajib. Syarat sendiri ada yang
merupakan unsur atau suatu bagian yang membentuk sebuah
rukun, atau ada pula syarat yang independen tanpa menjadi
bagian atau unsur dari rukun (Djubaidah, 2010, p. 90-92).

Mengenai syarat dan rukun pernikahan masih terdapat
banyak ikhtilaf (perselisihan) pendapat. Semua ulama mufakat
bahwa ada lima hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan;
1) mempelai laki-laki, 2) mempelai perempuan, 3) wali dari
mempelai perempuan, 4) akad nikah (jjab-kabul), dan 5)
saksi dalam akad nikah. Mufakat ulama ini mengungkapkan
keterlibatan lima unsur atau kompenen tersebut ke dalam
sebuah pernikahan. Akan tetapi ikhtilaf-nya adalah sebagain
dari lima komponen tersebut, ada yang dinyatakan sebagai
syarat, ada pula seebagain ulama figh lain menyatakan sebagai
rukun (Syarifuddin, 2014).

Iktilaf ini terjadi karena tinjauan terminologi yang berbeda
mengenai apa itu pernikahan atau perkawinan?, Seperti
contoh tinjauan terminologi pernikakahan yang diungkapkan
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oleh ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa pernikahan
merupakan sebuah ikatan yang hanya berlaku antara pihak-
pihak yang melangsungkan pernikahan, yaitu hanyalah akad
nikah dan adanya kedua mempelai. Berdasar definisi ini,
implikasi hukum menyatakan bahwa wali, saksi, mahar dan
sebagainya bukan menjadi syarat wajib atau bukan menjadi
penentu keabsahan dari pernikahan itu sendiri. Berbeda dengan
madzhab Syafi’i yang menyatakan bahwa semua hal atau semua
unsur yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan
merupakan hal yang harus dipenuhi, entah sebagai syarat atau
rukun. Dalam madzhab syafi'i syarat merupakan hal yang harus
terwujud dalam suatu perkawinan (Syarifuddin, 2014).

Indonesia dengan UU Perkawinan dan KHI sebagai landasan
yuridis, keabsahan perkawinan secara konstitusional memiliki
garis persinggungan. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
secara substansial tidak membahas rukun perkawinan tetapi
lebih pada syarat-syarat perkawinan. Sedangkan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang merupakan Instruksi Presiden (Inpres)
No. 1 tahun 1991 memasukkan rukun perkawinan kedalam
pasal 14 yang merupakan manifestasi dari buah ijtihad dalam
madzhab Syafi'i (Lihat: UU Perkawinan dan KHI). Untuk lebih
jelasnya mengenai syarat dan rukun perkawinan akan dibahas
secara parsial serta posisi masing-masing:

1. Mempelai Laki-Laki dan Perempuan

Salah satu rukun pernikahan yang harus terpenuhi
adalah adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
Pernikahan dalam Islam hanya diperuntukkan untuk laki-
perempuan. Bukan pria dengan pria (gay), bukan pula wanita
sesama wanita (lesbi). Sebagaimana al-Qur'an dalam surah al-
Najm (53): 45:
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“dan Dia-lah (Allah) yang menciptakan berpasang-
pasangan laki-laki dan perempuan”.

Para ulama madzhab sepakat bahwa keduanya -mempelai
laki-perempuan- menjadi rukun dalam pernikahan. Ada
beberapa hal sebagai sebuah syarat yang harus terpenuhi
bagi calon mempelai laki-laki atau perempuan sebelum
melangsungkan perkawinan; pertama, identitas diketahui
dengan jelas. Maksud identitas disini lebih pada pengenalan
pribadi dengan secara spesifik. Oleh karenanya dalam Islam
sebelum diadakan perkawinan ada yang namanya “khitbah”
atau “khitabah” (peminangan). Yakni sebuah seserahan sebagai
tanda meminang kedua mempelai sebagai pengikat bahwa
dari keduanya sudah terjalin mitra untuk menuju pada jenjang
pernikahan (Shomad, 2012). Hal ini biasa dikenal dengan
sebutan pinangan atau perjodohan, meski dibeberapa daerah di
Indonesia disebutkan sesuai adat dan kebiasaan masing-masing.
Sayyid Sabiq (1993) dalam figh al-sunnah menyatakan bahwa
yang namanya pinangan ialah permintaan laki-laki kepada
perempuan yang ada di bawak kuasa seseorang untuk dikawini.
Hal ini sebagai pra syarat sebelum menikah (Lihat pula: Siddik,
1968; Hamid, 1977).

Kedua, sama-sama beragama Islam, sejatinya Islam tidak
melarang kawin beda agama, QS. Al-Baqgarah (2): 221. Tetapi ada
aturantersendiridimanayangboleh melakukan pernikahanbeda
agama dalam Islam hanyalah antara laki-laki mukmin dengan
perempuan ahli kitab. Sedang untuk perempuan mukminah
dengan laki-laki ahli kitab tidak diperkenankan (Angga, et.al.,
2022, p. 180). Ketiga, tidak terlarang melaksanakan perkawinan.
Maksud terlarang disini adalah tidak adanya penghalang baik
dari calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan.
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Sebagai contoh calon mempelai perempuan dalam keadaan masa
iddah (masa tunggu), jadi tidak diperkenankan melangsungkan
pernikahan, karena dalam Islam sendiri wanita yang sedang
dalam masa iddah -baik iddah akibat talak atau meninggal
suaminya- tetap harus menjalani iddah sesuai prosedur yang ada.
Atau dalam hal ini adanya penghalang seperti diketahui antara
calon mempelai berdua ada pertalian hubungan nasab atau
pertalian sesusuan. Hal ini mungkin saja terjadi, oleh karena itu
sebelum melangsungkan pernikahan harus mengenali identitas
dari pasangannya (lihat; BAB VI Pasal 39 KHI tentang larangan
kawin & lihat pula BAB II UU perkawinan tentang Syarat-Syarat
Perkawinan).

Keempat, adanya persetujuan kedua mempelai dan wali
teruma wali dari pihak perempaun. Mengenai persetujuan
kedua calon ini tersurat deangan gamblang dalam pasal 16 dan
17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 6 dan 7 Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai
persetujuan seorang wali terhadap calon mempelai wanita,
penjabarannya sangat luas dan terjadi ikhtilaf dikalangan ulama-
ulama figh. Hal ini akan diperinci dalam pembahsan tentang
wali. Kelima, adanya syarat batasan umur yang harus mencapai
19 tahun. Sebelumnya dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974
menyatakan bahwa umur minimal perempuan melakukan
pernikahan adalah 16 tahun sedang laki-laki minimal berumur
19 tahun (pasal 7). Namun hal itu diubah dengan adanya
regulasi UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU
Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mensyaratkan minimal
berumur 19 tahun baik laki-laki atau perempuan.

Mengenai umur calon mempelai tidak pernah disebut
dalam kitab-kitab figh manapun, terlebih dalam al-Quran
maupun hadis. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam
membendung maraknya nikah dini, sedang bagi mereka yang
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terpaksa mau melakukan nikah sedang umur masih di bawah 19
tahun, maka melakukan yang namanya dispensasi perkawinan
sebagaimana diatur dalam UU perkawinan. Mengenai hal ini
juga di bahasa secara rinci dalam bab tersendiri.

Al-Anshari dalam kitabnya fath al-wahhab syarh minhaj al-
thallab (t.t., p. 42) menyebutkan bahwa syarat laki-laki dapat
melangsungkan perkawinan harus Islam, halal menikah (bukan
mahram dari calon istri), tidak terpaksa, tahu terhadap calon
istrinya. Al-Jaziry (t.t., p. 54-61) dalam kitab figh ala madzahib
al-arba’ah menjelaskan perbedaan ulama madzhab mengenai
kriteria wanita yang layak sebagai bahan pertimbangan untuk
dinikahi; madzhab Hanafiyah; menyebutkan kriteria perempuan
1) Nasab, 2) Agama (Islam), 3) Hirfah (profesi), 4) Merdeka, 5)
Diyanah (kualitas pengetahuan agama), dan 5) al-Mal (kekayaan).
Madzhab Malikiyah; tidak menyebut terlalu banyak kriteria,
hanya saja dicukupkan pada kriteria fisik yang terbebas dari
cacat atau aib lainnya, sedang kriteria kepribadian tergantung
pada diyanah (tingkat pemahaman beragama). Madzhab
Syafi'iyah; menyebut empat kriteria 1) Nasab, 2) Kualitas agama
(Islam), 3, Merdeka, dan 4) Hirfah (profesi). Adapun madzhab
Hanabilah; 1) Kualitas agama (Islam), 2) Hirfah (profesi), 3) al-
Mal (kekayaan dan bangsawan), dan 5) Merdeka. Lebih detai
dalam pembahasan khusu mengenai kafa’ah (kesetaraan).

2. Akad Nikah

Akad nikah merupakan sebuah perjanjian (mitsiq) yang
dilakukan oleh dua pihak yang sedang dalam prosesi perkawinan
(Syarifuddin, 2014). Wujud pelaksanaan akad nikah ini biasanya
dikenal dengan sebutan ijab dan gabul. [jab merupakan sebuah
sighat penyerahan dari pihak pertama, dalam perkawinan ialah
seorang wali atau orang yang menjadi wakilnya. Adapun redaksi
sighat ijab dalam pernikahan ialah “saya nikahkan dan kawinkan
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anak saya yang bernama fulanah kepadamu dengan mahar
seperangkat alat shalat”. Sedangkan yang dinamakan gabul ialah
sebuah sighat penerimaan yang dilakukan oleh pihak kedua
(mempelai laki-laki). Sighat penerimaan tersebut berbentuk
“saya terima nikah dan kawinya fulanah binti fulan dengan mahar
seperangkat alat shalat”.

Al-Qur’an menyebut sakralitas perkawinan sebagai mistagan
ghalidzan. Kesakralan perkawinan ini terlihat bahwa prosesi
perkawinan tidak hanya sebagai i’lan al-nikah yang harus
diketahui oleh pihak-pihak seperti KUA dan khalayak ramai.
Melainkan adanya akad yang mistaqan ghalidzan juga disaksikan
oleh Allah Swt dan penduduk langit. Prihal adanya ijab dan gabul
sebagai rukun dalam perkawinan merupakan hal yang muttafaq
dikalangan ulama figh. Namun meski demikian, terdapat
beberapa syarat yang harus dipenuhi;

a. Dimulai dengan ijab dan disusul dengan gabul. Pelafalan
sighat ini merupakan pendapat yang dominan dikalangan
ulama figh. Meski demikian ada yang menyatakan
kebolehan mendahulukan gabul dari pada ijab. Seperti
contoh perkataan gabul dari mempelai laki-laki atas wali
mempelai wanita “saya nikahi anak bapak fulanah binti
fulan dengan maskawin seperangkat alat shalat”. Adapun
jawaban wali sebagai bentuk ijab adalah “saya terima engkau
menikahi anak saya yang bernama fulanah dengan maskawin
seperangkat alat shalat” (Syarifuddin, 2014). Hemat penulis
dalam contoh mendahulukan gabul dari pada ijab di atas,
tetap tidak merubah kodrat (ijablalu gabul). Karena sejatinya
sighat yang disampaikan mempelai laki-laki adalah sighat
ijab, buktinya wali menerima apa yang dikatan mempelai
tersebut, sedang sighat menerima merupakan bagian dari
bentuk gabul. Selain itu dalam ijab dan gabul pengucapannya
harus bersambung secara spontanitas tidak boleh terpotong
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atau tanpa jeda. Pendapat ini berbeda dengan ulama
Malikiyah yang membolehkan ada jeda sebentar antara ijab-
gabul (lihat: Ibn Rusyd, t.t., p. 6.; Pasal 27 sampai 29 KHI).

b. Bahasayangdimengerti kedua belah pihak, jelas dan terang.
Pengucapan lafadz jjab dan gabul menggunakan bahasa yang
difahami, bahkan boleh menggunakan bahasan selain Arab
(lughat ajami) (al-Malibary, t.t.).

c. Materi atau isi antara ijab dan gabul tidak boleh beda.
Seperti dalam penyebutan nama mempelai wanita dengan
penyebutan mahar, antara ijab dan gabul haruslah sama.

d. Tidak boleh ada ta’lig (menggantungkan) terhadap waktu.
Ta’lig disini merupakan penggantungan masa akad nikah,
seperti melakukan akad nikah dengan 1 bulan atau 2 tahun
dan sebagainya. Hal ini akan menyerupai nikah muth’ah
(kawin kontrak) yang disepakati leh ulama ahli sunnah akan
keharamannya (Ibn al-Hammam, 1970).

Mengenai akad (ijab-qabul) hal ini dalam UU Perkawinan No.
1 Tahun 1974 tidak disinggung secara eksplisit. Artinya dalam UU
perkawinan akad hanyalah sebatas syarat keperdataan layaknya
perjanjian perdata biasa. Beda halnya dengan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yang menjelaskan secara rinci tentang akad dalam
pasal 27 sampai 29 KHI, keseluruhan pasal tersebut merupakan
buah dari pemikiran ulama figh.

3. Wali

Wali merupakan sebuah sebutan bagi seseorang yang
menanggung kuasa atas dan bertindak atas nama orang lain.
Mengenai praktik pernikahan wali hanya dapat ditemukan
sebagai orang yang memiliki kuasa atas mempelai perempuan.
Jadi pengertian wali dalam pernikahan ialah seseorang yang
bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad
nikah (Syarifuddin, 2014). Kedudukan wali dalam pernikahan
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merupakan hal yang penting meski masih terdapat persepsi
pendapat antara rukun yang menentukan keabsahan atau hanya
sebatas syarat penyempurna.

Dilalah al-nash dalam al-Qur’an secara jelas tidak ada yang
secara materil menunjukkan adanya keharusan wali dalam
pernikahan. Namun secara implisit terdapat ayat yang memang
menganjurkan (isyarah al-nash) adanya indikasi perwalian,
seperti dalam QS. Al-Baqarah (2): 221 dan 232, QS. Al-Nur (24):
32. Terkain perwalian terhadap seorang wanita juga terdapat
beberapa khilaf pendapat; Pertama, ulama Hanafiyah dan Syi'ah
Imamiyah menyatakan harus ada wali jika pengantin wanita
anak kecil, baik sehata tau tidak. Sedangkan bagi yang dewasa,
janda dan sehata akalnya maka tanpa wali (Ibn al-Hammam,
1970); kedua, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tetap
harus ada wali dalam setiap pernikahan (al-Mahally, t.t..); ketiga,
ulama Malikiyah terdapat dua pendapat yaitu memutlakkan
adanya wali riwayat ashab dan wali hukumnya sunnah dalam
setiap pernikahan pendapat Ibn Qasim (Ibn Rusyd, t.t., p. 6).

Wali sendiri terklasifikasi menjadi tiga bagian (Syarifuddin,
2014); pertama wali nasab; yaitu wali yang masih mempunyai
pertalian nasab (kekeluargaan) dengan wanita yang mau menikah.
Wali nasab sendiri dikategorikan dalam dua bentuk, 1) wali garib
yang terdiri dariayah lalu kakek, keduanya mempunyai kekuasaan
mutlak, sehingga sewaktu-waktu bisa mengawinkan perempuan
yang ada di bawah kewaliannya tanpa meminta persetujuan
dari yang bersangkutan, hal ini dikenal dengan wali mujbir. 2)
wali ab’ad yakni wali yang merupakan kerabat selain dari ayah
dan kakek. Urutannya mulai dari saudara laki-laki (selanjutnya
disingkat Lk) kandung, saudara (Lk) seayah, keponakan (Lk) dari
saudara (Lk) sekandung, keponakan (Lk) dari saudara (Lk) seayah,
paman (saudara bapak yang seayah-seibu), paman (saudara bapak
seayah), sepupu (Lk) dari paman sekandung, sepupu (Lk) dari

18 Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia



paman seayah (Shomad, 2012); kedua wali mu’thiq yakni wali dari
budak yang pernah dimerdekakan; dan ketiga wali hakim yaitu
orang yang menjadi wali atau diangkat wali dengan kedudukan
sebagai penguasa atau hakim. Pasal 23 KHI menyatakan bahwa
wali hakim berfungsi ketika wali nasab tidak ada atau bahkan
tidak mau menikahkan (enggan) si perempuan.

Selain kedudukan wali yang ada di atas, ada syarat umum
yang harus diperhatikan dalam pewalian. Syarat-syarat ini
merupakan syarat global yang harus dimiliki setap individu.
Yaitu; 1) dewasa, dan berakal sehat, 2) laki-laki, 3) Islam, 4)
merdeka, 5) bukan mahjur alaih (pengampuan), 6) adil, dan 7)
tidak sedang ihram (Syarifuddin, 2014). Berdasar pembahasan
di atas, mengenai urutan hak kewalian dimulai dari wali nasab
garib sampai pada wali hakim. Untuk wali mu’thig hanya bagi
mantan budak yang dimerdekakan.

4. Saksi

Saksi merupakan hal krusial dalam hal apapun, adanya
bukti merupakan hal penting sebagai control yang menentukan
keberlangsungan prosesi atau kejadian. Adanya seorang saksi
dalam kejadian hukum merupakan hal penting untuk terhindar
dari konflik bila mana dikemudian hari terdapat kerancuan.
Mengenai saksi dalam perkawinan terdapat perbedaan sebagai
posisi rukun atau tidak. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah
menyatakan bahwa hadirnya saksi dalam pernikahan merupakan
rukun dalam perkawinan. Berbeda dengan hal itu, menurut
ulama Hanafiyah dan Dzahiriyah adanya saksi perkawinan
bukanlah rukun melainkan syarat (Lihat: Ibn Hammam, 1970,
p. 250.; Ibn Hazm, 1970, p. 465), posisi saksi sebagai syarat juga
dikemukakan dalam kalangan ulama Malikiyah. Hanya saja harus
ada i’lan al-nikah (pengumuman) yang harus disaksikan beberapa
orang sebelum bergaul dengan sang istri (Ibn Rusyd, t.t., p. 10).
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Jumlah saksi yang dibutuhkan dalam perkawinan adalah
minimal dua orang. Adapun syarat-syarat seseorang bisa menjadi
saksi dalam perkawinan adalah; 1) Islam, 2) merdeka, 3) minimal
dua orang laki-laki, 4) adil dan 5) dapat mendengar atau melihat
prosesi akad nikah (al-Malibary, t.t., p. 150). Konstitusi hukum
Indonesia tentang perkawinan melaiu UU No. 1 tahun 1974
tidak menyatakan kehadiran saksi sebagai syarat dalam sahnya
perkawinan. Tetapi ketidak hadiran saksi dianggap uregen bahkan
bisamenjadi penyebab batalnya sebuah perkawinan (pasal 26). Beda
halnya dengan KHI yang secara rinci menyebut saksi sebagai hal
yang krusial dan memiliki peran penting sebagai rukun nikah, hal
ini terdapat dalam pasal 24 sampai 26, yang jika dilihat merupakan
buah dari manifestasi pemikiran jumhur ulama Syafi'iyah.

5. Mahar

Kata mahar sendiri merupakan bahasa serapan dari bahasa
Arabyang di pakai di Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia (2008, p.
895) yang diterbitkan oleh Pusat bahasa Departemen Pendidikan
Nasional menyatakan bahwa mahar adalah pemberian mempelai
laki-laki kepada mempelai perempuan waktu pernikahan berupa
uang atau barang berharga seperti emas dan sebagainya. Hal ini
juga dikenal dengan sebutan mas kawin. Tidak hanya disebut
sebagai mas kawin, nama lain mahar dalam istilah figh (Islam)
dikenal dengan delapan nama, yaitu mahar, shidaq, nihlah,
faridhah, hiba’, ujr, ‘ugar, dan alaiq (Syarifuddin, 2014).

Secara definitif mahar atau mas kawin dalam pandangan
ulama figh ialah (Ibn al-Hammam, 1970):

c@\&pwgc)j\gﬁc&d\mg%du\ﬁ
“Harta yang dibebankan (wajib) kepada suami untuk dikasih

kepada seorangistriketika berlangsungnya pernikahan sebagai
timbal balik atas kenikmatan seksual yang diterimanya”
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Meski terbilang wajib, mahar tidak harus diserahkan dalam
prosesi akad nikah. Al-Qur’an surah al-Nisa’ (4): 4 menayatakan
kewajiban mahar tersebut:

“ s 7 o7 Z7 % s T
Lo plsd 58 12=) (b O AL S0 s LA S,
\2—3)-; EVET ..;/ ;?.Kﬁ’}f s 25

“Berikanlah mahar atas perempuan (yang dinikahi) sebagai

pemberian kerelaan. Kemudiaan jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati,
maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya”.

Kewajiban atas mahar ini tidak lantas memposisikan mahar
sebagai rukun dalam perkawinan. Hanya saja mahar merupakan
syarat yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada
calon istri sebagai syarat (bukan rukun) keabsahan perkawinan
(Syarifuddin, 2014). Lantas apakah boleh kawin tanpa mahar?.

Sebagaimana di muka, bahwa hukum mahar itu wajib
ada (syarat), tetapi jika si perempuan mau memberikan atau
mengembalikan sebagaimana penggalan bunyi ayat QS. Al-
Nisa’ (4): 4 di atas, maka hukumnya sah-sah saja dan tidak ada
masalah. Diwajibkannya mahar mengandung hikmah bhaw
secara materi laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi
istrinya, oleh karenanya mahar merupakan pemberian pertama
seorang laki-laki kepada sang istri dalam mengarungi rumah
tangga. Klasifikasi mahar itu terdapat dua kategori; pertama,
mahar musamma yakni mahar yang disebut bentuk dan berwujud
(konkrit) dalam sebuah akad pernikahan. Kedua, mahar mitsil
yakni mahar yang tidak disebut baik takaran dan bentuk
bendanya dalam akad pernikahan. Biasanya melakukan akurasi
dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita lain yang ada
dalam keluarga si perempuan (Ibn Hammam, 1970, p. 368).
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Adapun mengenai takaran pasti serta bentuk dan jenis
mahar secara materil tidak disebutkan. Namun dalam hal ini
ulama memberi batasan minimal untuk mahar berupa uang
atau perhiasan; ulama Hanafiyah membatasi minimal 10 dirham
perak, ulama Malikiyah membatasi minimal 3 dirham perak
atau % dinar emas. Sedangkan kalangan ulama Syafi’iyah dan
Hanabilahtidak memberi batasan minimal, melainkan setiap hal
apapun asal berharga dapat dijadikan sebagai mahar. Mengenai
mahar yang berupa benda atau barang terdapat beberapa syarat
tertentu: 1) jelas (bentuk dan sifatnya), 2) milik sendiri (baik
wujud dan manfaatnya), 3) merupakan benda yang halal di
jadikan jual-beli, dan 4) dapat diserahkan waktu akad/ada pada
saat dibutuhkan. (Lihat: Ibn Hammam, 1970, p. 316.; Ibn Rusyd,
t.t., p. 14.; dan pula Ibn Qudamah, 1969, p. 210).

Untuk permasalahan mahar atau mas kawin dalam UU
Perkawinan tidak terjamah secara konstitusionl. Artinya tidak
ada aturan mengikat dalam hal ini. Beda dengan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang secara panjang lebar membincangkan
aturan mahar kedalam beberapa pasal, yakni mulai dari pasal 30
hingga pasal 38. Hal ini maklum adanya,mengingat KHI sendiri
adalah buah manifestasi intisari dari beberapa kitab dengan
mengakomodasi beberapa pendapat ulama utamanya dalam
madzhab Syafi’iyah.

F. ASAS HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Asas merupakan bagian terpenting dalam membangun
sebuah norm. Pembentukan hukum sedapat mungkin
berorientasi pada asas-asas hukum. Pembentukan hukum
positif dipengaruhi oleh adanya asas hukum. Oleh karenanya,
The Liang Gie menyatakan bahwa asas merupakan dalil sebagai
pijakan dasar dengan menggunakan ungkapan yang umum,
kemudian termanifestasi dalam bentuk perbuatan untuk
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menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tersebut (Wantu,
2015). Sedangkan Rahardjo (1996: p. 47) menyatakan bahwa
asas hukum bukanlah aturan hukum, melainkan asas hukum
hanyalam sebagai bantuan pemahaman dikala sebuah aturan
hukum tidak dapat di pahami di dalamnya. Berikut asas hukum
perkawinan Islam di Indonesia (Djubaidah, 2010):

1. Asas Personalitas Ke-Islaman

Negara Indonesia merupakan negara yang terbangun
atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana bunyi sila
pertama dan pasal 29 UUD 1945. Asas personalia keislaman ini
terbentuk sebagaimna dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) undang-
undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 40
huruf ¢ dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua
aturan yang ada dalam UU perkawinan dan KHI merupakan
pembentuk asas personalia keislaman. Misalnya dalam pasal
2 ayat (1) UU Perkawinan yang menaytakan keabsahan sebuah
ikatan perkawinan berdasar keyakinan agama dan kepercayaan
masing-masing. Artinya dalam konteks ke-islaman seseorang
tetap harus sesuai prosedur agamnya (Islam). Sebagaimana
Hazairin (1986, p. 2) yang mentakan bahwa “orang Islam tidak ada
kemungkinanuntuk melakukan perkawinan dengan melanggar
hukum agamanya sendiri”, demikian juga pemeluk agama lain,
Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.

Penulis sengaja mengambil UU Perkawinan yang sifatnya
adalah pluralis berdiri atas semua agama dan keyakinan yang
diakui di Indonesia. Artinya dalam ranah perkawinan tidak
dapat dipisahkan dengan hak-hak insani atau hak adami (rights
of human) berdasarkan keagmaan masing-masing. Djubaidah
(2010, p. 98) mengemukakan dalam hal-hal perkawinan, waris,
wakaf dan zakat, hal ini merupakan hukum yang berkelindan
dan berkaitan erat antara akidah pribadi dengan hukum agama
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yang dianutnya. Sehingga sudah selayaknya asas personalia
keislaman tertanam dalam butir aturan perundang-undangan
perkawinan, meski sebagai makna implisit.

2. Asas Persetujuan dan Kesukarelaan

Kesukarelaan merupakan sebuah hal yang terbangun dalam
setiap elemen yang menjadi unsur keabsahan perkawinan.
Rukun nikah yang membutuhkan peran kedua mempelai dan
wali menjadikan kesukarelaan harus dibangun oleh keduanya.
Pertama, kesukarelaan oleh kedua mempelai sebagaimana
dalam pasal 16 ayat (1) KHI dan pasal 6 ayat (1) yang substansi
materi kedua butir pasal tersebut menyatakan bahwa
perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
Kedua, kesukarelaan wali (orang tua), karena sejatinya
terlaksananya perkawinan membutuhkan peran idzin seorang
wali, sebagaimana pasal 15 ayat (2) KHI dan Pasal 6 ayat (2), (3),
(4) dan (5) UU perkawinan. Kedua kesukarelaan yang terbangun
atas calon mempelai dan orang tua (wali) merupakan hal yang
menjadi asas kesukarelaan yang kemudian membentuk syarat
absahnya perkawinan (Ali, 2007, p. 139-141).

3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan Hidup

Asas ini merupakan keberlanjutan dari asas persetujuan
dan kesukarelaan. Islam sangat menghormati pendapat
dan terkesan welcome atas asumsi ketidaksukaan, dalam hal
yang konsepnya bisa dipilih, Islam tidak pernah menjustis
pemeluknya. Sepanjang sejarah perkawinan terdapat sebuah
cerita seorang gadis yang mendatangi Rasulullah Saw seraya
mengadu tentang kejadian bahwa ia dinikahkan oleh orang
tuanya dengan laki-laki yang tidak disukainya. Lalu Nabi Saw
memberi pilihan kepada si perempuan antara menerima si
laki-laki atau menolaknya (Sabiq, 1993). Dari cerita tersebut
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menunjukkan bahwa Islam sangat mengayomi pemeluknya
dan tidak mengekang/menjustis pemeluknya. Perkawinan
membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jika tujuan
bahtera ketenangan rumah tangga itu tidak tercapai akibat
ketiksukaan paangan satu dengan lain, maka jalan maslahah
tidak selayaknya wali terlalu mengekang anaknya untuk selalu
mengikuti perintahnya. Artinya lakukan pendekatan dengan
penawaran pasangan kepada anak gadisnya agar kedepannya
juga terjalin harmoni kekeluargaan yang terbingkai sakinah
mawaddah warahmah.

4. Asas Kemitraan

Neng Djubaidah (2010, p. 102-103) menyatakan bahwa asas
kemitraan dalam perkawinan dapat dilihat dari; 1) subjek hukum
yang terdiri dari kedua mempelai dan wali, 2) akad nikah sebagai
penentu halalnya hubungan suami-istri, 3) dengan adanya sighat
ijab-kabul tidak lantas suami berkuasa penuh atas istri. Asas
kemitraan sendiriterbentuk daribeberpa orang yangandil dalam
prosesi akad nikah ini. Dalam proses terjadinya haram menuju
halal ini terdapat bebrapa mitra sebagai hubungan relasi. Hemat
penulis ada beberapa relasi yang harus dibangun sehingga
menjadi rekan mitra yang baik; pertama relasi kemitraan
antara kedua calon sehingga dapat dirundung bahtera sakinah
mawaddah warahmah. Kedua, relasi besanan antara orang tua/
keluarga besar mempelai laki-laki dengan orang tua/keluarga
besar mempelai wanita. Ketiga, relasi kemitraan menantu, baik
itu antara keluarga besar mempelai laki-laki dengan si wanita
sebagai menantu, atau keluarga besar mempelai wanita dengan
si laki-laki sebagai menantu. Hal inilah yang membangun
kemitraan sehingga kehidupan sakralitas berkeluarga terbingkai
dalam harmoni sakinah mawaddah warahmabh.
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5. Asas Monogami Terbuka

Islam membolehkan yang namanya poligami sebagaimana
QS. al-Nisa’ (4): 3. Tetapi pada dasarnya poligami dalam Islam
tidak semata legal dengan pintu terbuka selebar-lebarnya.
Poligami merupakan jalan kebolehan bagi yang mampu berlaku
adil. Bagi yang tidak adil tetap harus memilih jalan monogami.
Artinya monogami adalah asas terbuka dan yang dianjurkan
dalam Islam, karena sejatinya berlakunya poligami adalah pintu
darurat dan sangat jarang untuk bisa menerapkan keadilan. UU
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganut
asas monogami terbuka. Tidak berarti keduanya menutup
rapat adanya poligami, di Indonesia poligami tetap legal. Baik
UU Perkawinan atau KHI semua telah mengatur kebolehan
poligami, dengan syarat komulatif dan alternatif bagi suami
yang hendak poligami.

6. Asas Selama-lamanya

Perkawinan bukan untuk kenikmatan sesaat, bukan soal
memadu kasih, bukan soal cinta satu hari-satu malam, bukan
soal kepuasan nafsu. Tapi adanya perkawinan merupakan
sebuah ikatan sebagai mitsagan ghalidhan tanpa ada kontrak
waktu. Tujuan perkawinan adalah selama-lamanya, bagai
orang Madura yang selalu bilang “juduh bhéntal patéh” (jodoh
sehidup-semati), sampai ajal memisahkan. Oleh karenanya
Allah sangat membenci perbuatan Halal yang berupa “talak”
atau “cerai”. HR. Abu Daud dan Ibn Majah (al-Mubarak, 1984,
p. 2311). Asas selama-lamanya ini terlihat juga dari adanya
keharaman perkawinan yang berjangka, seperti nikah muth’ah
(kawin kontrak). Adanya kawin muth’ah atau kontrak tujuannya
hanya sebatas senang-senang, bahkan terkesan melecehkan
perempuan serta adanya kedok prostitusi.
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BAB 10

PATRIARKHISME PERKAWINAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Salah satu hal sakral (suci, keramat) bagi manusia adalah
perkawinan. Perkawinan menjadikan sah hubungan antara
laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat adat, menikah
kemungkinan besar akan memberikan keturunan. Dengan
keturunan, menjadikan tradisi adat bisa diturunkan kepada anak
dan cucu. Perkawinan berarti hubungan antara laki-laki dengan
perempuan secara permanen dan diakui sah oleh masyarakat
berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”(UUNo.1, 1974)

Perkawinan atau Pernikahan berasal dari kata “nikah”
yang berarti “perjanjian antara laki-laki dan perempuan
untuk bersuami. Dalam kitab-kitab figh dinyatakan bahwa
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nikah menurut bahasa mempunya arti hakiki dan arti majzi.
Arti hakikinya ialah “al-Dammu” yang berarti: menghimpit,
menindih, bercampuratauberkumpul, sedangkan arti majazinya
ialah: “al-wat” artinya bersetubuh. (Zulkarnaini Umar, 2015)

Abd Al Rahman Al-Jazayri dalam kitabnya, al-figh ‘Alaal-
Madhabib al-Arba’ah, menyatakan bahwa para ulama berbeda
pendapat tentang asal makna kata nikah yaitu sebagai berikut ;

1. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu ialah hakikat
dari pada persetubuhan.

2. Ada pula yang mengatakan bahwa nikah itu hakikat dari
pada akad.

3. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa nikah itu merupakan
gabungan daripada akad dan persetubuhan. (Zulkarnaini
Umar, 2015)

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 2 disebutkan
bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau misaqaan galizan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.50 Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1
huruf ¢ disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang
diucapkan oleh wali dan gabul yang diucapkan oleh mempelai
pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsagan ghalizhan
merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin”
yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan
yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah
semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk
mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan
ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “Ketuhanan
Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal
ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam
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merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang
melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.(Amir
Syarifuddin, 2007)

Beberapa pengertian mengenai istilah perkawinan

dikemukakan para ahli, dan perbedaan istilah antara para ahli
tersebut tidak membuat perbedaan yang saling bertentangan
antara satu dengan lainnya, pendapat pakar tersebut antara lain:

1.

Menurut Sajuti Thalib, “Perkawinan adalah suatu perjanjian
yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk
keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih-mengasihi,
tenteram dan bahagia’.( Mohd. Idris Ramulyo, 1995)

Menurut Ahmad Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan
Islam, perkawinan yang disebut “nikah” adalah : “Melakukan
suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan
kelamin anatra kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu
kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih
sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi
oleh Allah. SWT”.

Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan
suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara
seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan
kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela
dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu
kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih
sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai
oleh Allah.

Menurut Mahmud Yunus, Pengertian Pernikahan atau
Perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk
memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.
Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan
atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
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Sulaiman Rasyid mengemukakan Pengertian Pernikahan
atau Perkawinan, Pernikahan merupakan akad yang
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban
seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Pengertian Pernikahan atau Perkawinan menurut Abdullah
Sidiq, Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang
lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama
(bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan
menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Menurut Soemiyati, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan
ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan
seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang
perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga
antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini
dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan.

Zahry Hamid mengatakan pendapatnya bahwa Perngertian
Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul)
antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan
memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan
secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan,
yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.

Kata perkawinan menurutistilah Hukum islam sama dengan

kata “nikah” dan kata “zawaj“. Nikah menurut bahasa adalah
menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti
kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang
berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan
sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan
dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.
(Zulkarnaini Umar, 2015)
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Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991
mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau miitsaaqa ghaliidhan untuk menaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Zulkarnaini
Umar, 2015)

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang
diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan
satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik
kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan
adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk
membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk
suatu keluarga.(Zulkarnaini Umar, 2015)

B. DASAR HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Cicero satu abad sebelum Masehi, piker cerdasnya saat
menatap corak hayati mahluk manusia yang bersifat zoon
politicon, menghasilkan sebuahadagium yangberabad berselang
tak terpatahkan kejituannya: ubi societas, ibi ius. Masyarakat
dalam kadar peradaban sedangkal apapun, hingga setinggi
puncak awan di langit sekalian, tentu mempunyai hukum untuk
dipergunakan sebagai pedoman juga untuk kontrol tingkah pola
kesehariannya. Tiada masyarakat tanpa hukum, sebaliknya
juga tidak bakal ada hukum tanpa masyarakat. Sementara bila
dicermati lebih jeli, hukum yang ada dalam masyarakat, dibuat
oleh masyarakat itu sendiri, dan diperuntukkan bagi masyarakat
itu juga. (Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, 2003)

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan
hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar
sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan
suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih
sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh
Allah. (Wirjono Projodikoro Basyir,2000)
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Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu
perjanjian yang mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari
kedua belah pihak ;

2. Keduabelah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat
persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan
tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-
hukumnya;

3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pengertian perkawinan menurut KUHPerdata pasal 26 yang
mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah anatra
seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang
lama. Pada KUHPerdata memandang perkawinan hanya dari
hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu
perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat
yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara
syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan. (Wirjono
Projodikoro Basyir,2000)

Sebelum dan dengan masuknya Belanda ke Tanai Air,
berbagai macam hukum Perkawinan berlaku secara serempak.
Meski sesama penduduk Hindia Belanda, apabila kawin tidak
tunduk pada hukum perkawinan yang sama, tetapi masing-
masing golongan penduduk atas dasar Pasal 131 jo 163 IS
mempergunakan hukum perkawinan yang Dberlain-lain.
“sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di
Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai
golongan warga negara dan berbagai daerah”. Perkawinan
dianggap suatu lembaga yang yang terkait padasuatu pengakuan
oleh negara dan hanya sah bila dilakukan dihadapan pejabat
yang berwenang (penguasa). (Zulkarnaini Umar, 2015)
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Hal diatas tersebut berbeda dengan perkawinan yang
sekarang dianut oleh hukum positif di Indonesia. Undang-
undang perkawinan memberikan definisi perkawinan dalam
Pasal 1, yang menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian
tersenut mengandung makna bahwa suatu perkawinan adalah
suatu perikatan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat unsur-
unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa
didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa
hal yang perlu diperhatikan : (Amir Syarifuddin,2007)

1. Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita
mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara
jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan
sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa
negara barat.

2. Digunakannyaungkapan “sebagai suamiisteri” mengandung
arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis
kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan
hanya dalam istilah “hidup bersama”.

3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan
yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal
sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan
perkawinan tahlil.

4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah
peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah
agama.
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Para fugaha dan Mazhab Empat sepakat bahwa makna
nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang
mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian,
perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan
kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata
“nikah atau pernikahan”, tetapimenggunakankata “perkawinan”.
Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku
untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena
kata “nikah” adalah bahasa arab, sedangkan “kawin” adalah
bahasa Indonesia. (Mustofa Hasan, 2011)

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh
dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja
antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua
keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya,
kasih mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua
keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral
dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan
dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan,
seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau
perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk
memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-
laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota
badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah
suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj,
yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan
seseorang dapat memiliki atau dengan menggunakan
lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki.
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Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau
mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah
suatu akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai
kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah
akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij
untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki
dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan
dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata
milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki
melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling
mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam
rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga
sakinah mawaddah warahmah di dunia (Slamet Abidin dan
Aminudin, 1999)

C. PATRIARKHISME PERKAWINAN

Patriarki adalah sebuah sistem sosial di mana pria lebih
dominan daripada perempuan dalam hal otoritas, partisipasi
sosial dan politik, dan sebagainya. Dilansir dari buku Pengantar
Gender dan Feminisme (2013) karya Alfian Rokhmansyah,
patriarki berasal dari kata “patriarkat”, berarti struktur yang
menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan
lainnya. Dalam budaya masyarakat, patriarki memunculkan
kesenjangan jender, bahkan masalah sosial yang memengaruhi
berbagai aspek kehidupan manusia. Hingga saat ini, budaya
patriarki masih terjadi di Indonesia.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan,
kesetaraan dan nilai-nilai luhur lainnya. Inilah yang disebut
di dalam prinsip dasar Islam, yang oleh ulama terdahulu
dikatakan sebagai tujuan syaria’ah (maqashid al-syari’ah).
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Keadilan dan kesetaraan berlandaskan pada prinsip-prinsip
yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai
hamba Tuhan. S ebagaimana Firman Allah dalam surat an-
Nahl; [16]: 97, al-Araf; [7]: 172, dan surat al-Araf; [7]: 22. Ayat
ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender
serta meberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik
dalam bidang spiritual maupun urusan karir propesonal, tidak
mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Khususnya
kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum. (Asnawi, 2012).

Secara normatif, keadilan serta kesetaraan antara laki-laki
dan perempuan merupakan sebuah perwujudan HAM yang
dimiliki oleh semua umat, khususnya kaum perempuan. Namun
sangat ironis, kenyataan historis-empiris justru cenderung
sebaliknya, yakni status dan peran perempuan diberbagai
masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada
pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan. Impikasi
yang ditimbulkan bermacm-macam, diantaranya perempuan
mengalami ragam ketidak-adilan, marginalisasi, subordinasi,
stereotip dan lain-lain.(Habib Shulton Asnawi, 2012)

Budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi agama,
adalah budaya patriarkhis yang cenderung menempatkan laki-
laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan.
Cara berfikir patriarkhi ini mengakumulasi terciptalah cara
berfikir ini masuk kedalam segala aspek kehidupan, sehingga
menghegomoni dan dianggap wajar, alamiah dan dianggap
kodrat.

Dengan kondisi rill seperti itu wajar apabila kemudian
status peran perempuan dinilai lebih buruk, khususnya ketidak-
adilan dalam bidang perkawinan (keluarga).6 Hal tersebut tidak
terlepas dari berbagai faktor, misalnya masyarakat kita masih
sangat kuat penganut nilai-nilai budaya patriarkhis, serta masih
adanya UU atau hukum nasional yang bias gender yang belum
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bemberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan,
seperti UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengaturan seperti yang termuat dalam Undang-Undang
Perkawina yang kita kenal sebagai UUP tersebut diasumsikan
hanya memberikan pertimbangan hukum didasarkan pada
pola pikir yang terbentuk oleh ideologi yang mendomonasi
masyarakat pada saat pembuatan aturan tersebut. Dalam hal ini
ideologi yang mndominasi tersebut adalah ideologi patriarkhi
dengan pola pikir patriarkhis dengan mengasumsikan dari sudut
pandang laki-laki yang menjadi korban kekerasan tersebut dan
tidak mewakili cara berfikir perempuan yang juga dapat menjadi
korban kekerasan dengan alasan dan dampak yang berbeda.
Sehingga putusan keadilan bagi perempuan yang juga dapat
menjadi korban kekerasan. *Arif Gosita, 1986)

Padahal seperti telah dipaparkan diatas, kaum perempuan
sebagai kelompok manusia memiliki hak-hak atas perlindungan
dari kekerasan sebagai hak asasinya. Keterpurukan kaum
perempuan akibat adanya UUP, telah banyak mengundang para
teori hukum untuk mencoba mengkritik UUP tersebut. Salah
satunya yang menyoroti peranan hukum yang dirasakan terlalu
banyak memberikan keberpihakan kepada sebagai golongan
saja, karena hukum disusun oleh golongan tersebut. Salah satu
yang menyoroti adanya ketidak- adilan dalam imlementasi
hukum dan mempertanyakan netralitas hukum adalah Teori
Hukum Feminis. (Niken Savitri, 2008)

Dalam hal ini Teori Hukum Feminis lebih memberikan
penekanan kepada delegetimation untuk menolak adanya
dominasi suatu tatanan atau struktur tertentu yaitu struktur
patriarkhi di dalam masyarakat yang dijadikan dasar dalam
penyususnan suatu perundang-undangan. (FX Adji Samikto,
2005)
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UUP masih banyak dipandang diskriminatif karena
dipengaruhi oleh budaya patriarkhi, tidak memenuhi
keadilan kaum perempuan dan masih belum memberikan
perlindungan yang cukup kepada kaum perempuan. Hukum
Positif Perkawinan yang dalam ini diwakili oleh UU No.1 Tahun
1974, belum dapat mempertimbangkan keadilan bagi kaum
perempuan, misalnya saja dalam Pasal 3-4 dan 5 UUP, dalam
Pasal tersebut terlihat bahwa UUP terkesan pro-poligami, semua
alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat
dari perspektif kepentingan suami saja, dan sama sekali tidak
mempertimbangkan perspektif kepentingan kaum istri. (Habib
Shulton Asnawi, 2012)

Selain pasal diatas masih banyak isu-isu dalam UUP yang
terkesan bias gender yang tentu perlu diperbarui dalam hukum
keluarga tersebut. Misalanya; peran wali bagi kaum perempuan
dalam perkawinan; pembatasan hak cerai suami; hak-hak suami
isteri setelah perceraian; kehamilan dan implikasinya; hak ijbar
orang tua, pembagian dan jumlah hak waris dan lain sebagainya.
( Tahir Mahmood, Persodnal, 1987).

Ini bukan rahasia lagi bahwa agama dan negara atau
pemerintah Ini bukan rahasia lagi bahwa agama dan negara
atau pemerintah perumus perundang-undangan telah
“bersekongkol” memarginalkan kaum perempuan, seperti
terlihat jelas dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) versi
Indonesia. Sejumlah kajian menyimpulkan betapa marginalnya
posisi kaum perempuan dalam hukum Indonesia. Ini bukti
nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan
perempuan di Indonesia masih sangat kuat.

Ketidak adilan perlakuan kaum perempuan baik dalam
kehidupan masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih
kecil yaitu keluarga masih sering ditemukan. Oleh karena itu
penulis mencoba mengangkat beberapa ayat yang dianggap bias
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gender dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan
menggunakan pisau analisis gender, yang menurut Teori Hukum
Feminis ayat tersebut tidak memberika perlindungan bagi kaum
perempuan. Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengangkat
pasal tentang Ketidak adilan perlakuan kaum perempuan baik
dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih
kecil yaitu keluarga masih sering ditemukan. Oleh karena itu
penulis mencoba mengangkat beberapa ayat yang dianggap bias
gender dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan
menggunakan pisau analisis gender, yang menurut Teori Hukum
Feminis ayat tersebut tidak memberika perlindungan bagi kaum
perempuan. Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengangkat
pasal tentang ketentuan bolehnya suami untuk poligami; yakni
Pasal 4-5 Undang-Undang NO.1 tahun 1974.

Budaya patriarhisme mendapatkan tempat di dalam Islam
berdasarkan beberapa factor.

1. Konteks sejarah budaya di mana Islam lahir dan berkembang.
Secara historis, Islam lahir dan berkembang di wilayah social
budaya serta sejaah yang mengutamakan kaum laki-laki

2. Secara tekstual al-Qur'an memang sangat memungkinkan
untuk dibaca secara patriarkhis, karena bahasa yang
digunakan oleh al-Qur'an memungkinkan orang untuk
menafsirkannya secara patriarkhis pula. Secara gramatika,
tatanan bahasa Arab yang ada di dalam al-Qur’an
memungkinkan kita semua untuk membaca kitab suci ini
sebagai bias patriarkhi.

Atas dasar ini, menurut Syafiq bahwa budaya patriarkhisme
adalah suatu crafting di dalam Islam, karena dia tidak
memiliki dasar dan bijakan yang kuat di dalam Islam. Karena
patriarkhisme adalah crafting maka ia bukan darah daging
Islam, dan sangat mungkin untuk dihilangkan.16 Oleh karena
itu, memurnikan Islam dari pengaruh patriarkhisme yang sudah
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lama dipahami oleh sebagian umat Islam sebagai bagian yang
utuh dari Islam merupakan sebuah keniscayaan. Umat muslim
harus kembali kepada semangat kemurnian tujuan al-Qur’an,
yakni terwujudnya keadilan, kemashlahatan serta terwujudnya
HAM.
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